PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
:»NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
L CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL ,

‘ Mengiligat

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

~ NOMOR /... TAHUN 2014 - S
- -~ TENTANG |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SR BUPATI KARANGANYAR

7 ': Undang Nomor 23 Tahun ' 2006

”'.‘{".Undang ‘Nomor - 23 Tahun 2006 -

L dlpungut blaya,v S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR R

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79A Undangﬁ.ﬁ | I

“ _""f,-vAdmmlstra& ‘Kependudukan, - sebagalmana telah
- diubah - dengan Undang-Undang Nomor R
“Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang— e

Adrnlnlstra51 Kependudukan, pengurusan dan_‘-:
penerbltan dokumen kependudukan ‘

b, bahwa pengenaan b1aya cetak Kartu Tanda;*""_f
 Penduduk dan Akta Catatan Sipil diatur dalam
Peraturan Daerah . - Kabupaten Karanganyar'

ﬁ"*n_Nomor : ‘Tahun: 2011 tentang Retribusi
= Penggantlan B1aya Cetak Kartu Tanda Penduduk, )

o dan Akta Catatan Slpll

e " bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana di =
" maksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk .
. Peraturan = Daerah *  Kabupaten Karanganyar-‘:f, S
-~ tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten
. Karanganyar Nomor 11 Tahun 2011 - tentang

o Penduduk dan Akta Catatan Slpll

. Republik Indonesia Tahun 1945

2 ]Undang-Undang ‘Nomor 13 Tahun’} 1950 tentang
. Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam -

" Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

o '-.',.S.j,Undang Undang Nomor 1. Tahun - 1974 Tentang "
. Perkawinan (Lembaran Negara Republik- Indonesia

o '_v’_.fTahun 1974, Tambahan Lembaran
. Republik Indonema Nomor 30 19); -

4. Undang- Undang Nomor- 8 Tahun 1981 tentang
- Hukum Acara P1dana (Lembaran Negara Republik -

o Indonesia Tahun 1981 ‘Nomor" 76 ‘Tambahan
Indones1a_ .

_Lernbaran Negara : Republlk
. Nomor 3209) L L

1 asal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara:‘-“:

Retribusi: Penggantxan Blaya Cetak Kartu Tanda -
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- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156,

Undang-Undang Nornor 37 Tahun 1999 tentang‘

- Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara

. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema‘
- Nomor 3882);

._Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang,
~ Hak Azasi = Manusia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara - Republik , Indonesia

- Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 'I‘ahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)

sebagaimana = telah diubah == dengan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
- Perubahan atas -Undang-Undang Nomor 23
'~ Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

‘Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

- Indonesia Nomor 5606);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

~ Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia
. Nomor 4286):

9.

~ Undang-Undang 'Nomor 1 Tahun 2004 tentang

" Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 ~Nomor 5

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone31a

- Nomor 4355); .
10.

Undang-Undang Norrior 15 ’I‘ahun 2004 tentang

~ Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

" Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

" Lembaran  Negara 'Republik’ ‘_Indonesia

S

Nomor 4400);
. Undang-Undang. Nomor_33_Tahun 2004 tentang

" Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

" Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
‘Nomor 4438);

12.

" Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik

dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

o ST,

" Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan -
- Lembaran Negara Republik Indonesia
- Nomor 4634); : : ‘

e
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14.
~ Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

15,
- 16.
17.

18.

19
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13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ‘tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2006 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indone31a
Nomor 4674 ) sebagaimana.telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5475); .

Undang-Undang Nomor 25 ’I‘ahun 2009 tentang

Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 4674);.

Undang-Undang Nomor 28 ’I‘ahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran

Negara. = Republik = Indonesia = Tahun - 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk '

Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang -

Keimigrasian ~ (Lembaran  Negara Repubhk
Indonesia .-Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan

Lembaran Negara : Republik : Indonesia»

Nomor 5216);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang -

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubhk ’

Indonesia Nomor 5234); -
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah ' diubah dengan Peraturan
Pemerintah Penggantl ‘Undang-Undang Nomor 2
Tahun. 2014 tentang.Perubahan_ Atas Undang—,.,,._ .
'Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan

Lembaran  Negara. Republik | ~Indonesia, |

Nomor 5589),

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonema
Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah. Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran
Negara = Republik ~Indonesia =~ Tahun 2005

‘Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik -
~ Indone31a Nomor 4578), ’ .
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23,

o4,

Peraturan Pemermtah Nomor 79 Tahun 2005,‘ Sl
‘_j-tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
L penyelenggaraan Pemermtah Daerah (Lembaran, L

Negara . Republik' Indonesia - Tahun 2005

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubhk." .

“Indonesia Nomor 4593); - o o
Peraturan Pemerintah Nomor 37 'I‘ahun 2007 R

'}i’.:v_tentang Pelaksanaan Undang—Undang Nomor 23
 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan =

o ‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4736) sebagalmana telah diubah

 dengan  Peraturan  Pemerintah = Nomor . 102 A

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturanv;',. RO
. 'Pemerintah Nomor 37 Tahun. 2007 tentang =~ - = .

" Pelaksanaan Undng-Undng Nomor 23 Tahun 2006 =
tentang AdmmlstraSI Kependudukan (Lembaran.;"f’,f,

~ Negara' Republik: Indonesia Tahun = 2012 . .

~ Nomor 256, Tarnbahan Lembaran Negara Repubhk N

' Indonesia Nomor 5373); - s B
Peraturan . Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 o
{j"‘"tentang ‘Tata Cara Pemberlan ‘dan Pemanfaatan =

- Insentif- Pemungutan Pa_lak Daerah dan Retribusi =~ -~ -

. Daerah (Lembaran Negara Republlk IndonCSIa,j’
~ Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran S

 Negara Republik Indonesia Nomor 5161), Ry R
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang.rrﬁi SEPR
- Pengesahan Pengundangan  dan Penyebarluasan

. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan ‘Presiden Nomor 25 Tahun 2008   -

" tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran .
Penduduk dan Pencatatan Sipil ;. ' |

Peraturan - Daerah Kabupaten Karanganyar
, , ,_ ~ Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyldlk Pegawai =~~~
.. . Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten_f, IR

T S .’_-"vKaranganyar Tahun 2008 Nomor 7). B T

. L e 27"_.peraturan Daerah - Kabupaten Karanganyar T
” e .. Nomor 1. Tahun 2011 _tentang Penyelenggaraan_;
* Administrasi Kependudukan “di - Kabupaten ’

Karanganyar = (Lembaran - Daerah Kabupatenv

 Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7); "

s

‘Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar S S
" Nomor 11 Tahun ~ 2011 tentang Retribusi - = -

i ' :. '“”?’Penggantlan Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk

‘;;v‘vff-,f _dan = Akta Catatan ~ Sipil - (Lembaran Daerah
. _",Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1), LR




Dengan Persetuman Bersama SRR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH I
KABUPATEN KARANGANYAR S
-dan R TR

BUPATI KARANGANYAR R e

MEMUTUSKAN

.;_‘,PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN;;.;
. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
~~ “NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI .
'-:-s”:.-.,'-,PENGGANTIAN "BIAYA - CETAK KARTU 'I‘ANDA”}’}_:{Z::;.. S
S _"'PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL e

S Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11"."‘1‘
. Tahun 2011 tentang Retl‘lbU.Sl Penggantlan Biaya . -

. Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil
AR (Lembaran Daerah. Kabupaten Karanganyar Tahun.
S ?2011 Nornor 11) dlcabut dan dlnyatakan tldak berlaku E

:.Peraturan Daerah 1n1 muleu berlaku pada tanggal,"
: “':d1undangkan e SR
" Agar setiap’ orang mengetahumya,, memerlntahkan
_'",:pengundangan Peraturan - Daerah  ini ~dengan T
Co ;penempatannya dalarn Lembaran Daerah Kabupaten_t ER

i Karanganyar e | N

NSRRI Dltetapkan d1 Karanganya :
. pada tanggal oZO /\fauem bw éw/t/
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR SR
- NOMOR 1o TAHUN 2014 |

 PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR -
- NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA
~ CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL
L UMUM

.'i .

. Bahwa dengan dIberlakukannya Undang—Undang chubhk e
‘ xIndone31a Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- -

o - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi ‘Kependudukan,

 khususnya Pasal 79A yang mengamanatkan bahwa pengurusan dan R '
. penerbitan - Dokumen Kependudukan ‘tidak dipungut - biaya. -

‘ - Pengurusan dan penerbltan Dokumen Kependudukan tersebut,b'f
T ~ “meliputi penerbltan baru, penggantlan aklbat kerusakan atau hilang,

,pembetulan ak;bat salah tuhs dan/atau aklbat perubahan eIemen‘. -

} data e - !

L Se;alan dengan hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten" SRR
L '.Karanganyar tentang Retribusi Pengganuan Biaya Cetak Kartu Tanda
" ‘Penduduk dan Akta Catatan Slpll sudah t1dak relevan lag1 sehmgga ICRS

. »-'}perlu dlcabut
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Pasal 1 - |
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: pada tanggal /I DIJ(M bét/‘ M/y

- PROVINSI JAWA TENGAH : (753 /uuf )

- Dengan Persetujuan Bersama R
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
o dann-»
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN

‘Menetapkan : :__,'.PERATURAN DAERAH TEN’I‘ANG _ PENCABUTAN j
"+ ...~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN 'KARANGANYAR '
~ NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI .~~~
© PENGGANTIAN ~ BIAYA - CETAK - KARTU TANDA-"::.T[
"»E}PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL 8 TR

Ll Pasal 1 ST i E
"Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11
~+ - Tahun 2011 tentang Retribusi- Penggantlan Biaya

_ Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil . =
R (Lembaran ‘Daerah - Kabupaten Karanganyar ‘Tahun:
R 2011 Nomor 1 1) dlcabut dan dmyatakan tldak berlaku

o Pasa12 o TR S
Peraturan Daerah ini - mu1a1 berlaku pada tanggal CRE
dlundangkan e e T
o ’Agar setlap orang mengetahumya, memermtahkan“f___-
. pengundangan - Peraturan  Daerah - ini - dengan = . .
."penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupatenfj_tﬁi AT S

Dltetapkan d1 Karanganyar S
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Tl Dengan Persetwuan Bersama PR
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
- dan ; :
BUPATI KARANGANYAR

| MEMUTUSKAN

‘l::Menetaipkan;»;-;; PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN}
*.,;ji.v'PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR -
-~ _NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
~ PENGGANTIAN BJIAYA CETAK KARTU TANDA
ﬂj’,’PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL | R

SO ADINERY Pasall L : R
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11'3_
' Tahun' 2011 tentang ' Retribusi Penggantian ' Biaya -

© Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan. Sipil =
" (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
RS 2011 Nomor 11) dlcabut dan dlnyatakan tldak berlaku e

R Pasal2 PR ER R
L ,Peraturan Daf;rah 1n1 mulal berlaku pada tanggal 3
j.;;»'dlundangkan e R e e T

-"'»-?Agar setlap orang mengetahumya, v mémermtahkan_
oL pengundangan - Peraturan - Daerah ini . dengan
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